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dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 180.0/452 tanggal 24 Februari 2024
perihal Permohonan Pengajuan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2023-2026;

2. Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

3. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan

4. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan

Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,
telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang

Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

7

o

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh.Sekretaris Jenderal;

3. Inspektur Jenderal; dan

4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
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LAMPIRAN

SURAT KEPALA KANTOR W ILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA JAWA TENGAH

NOMOR : W.13-PP.04.02- 148
TANGGAL : 21 Maret 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

A. RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2026
Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:
1. Judul
- disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 4a lampiran 1l Undang-Undang
No0.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu ditambahkan
kata “RANCANGAN” dan 3 (tiga) titik elipsisis.
- Frasa “PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH” disarankan untuk dihapus.
Karena rancangan peraturan gubernur ini sudah jelas bertempat dan milik Provinsi
Jawa Tengah.
- Untuk tahun yang tercantum pada judul untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.
2. Konsiderans
- Disarankan untuk menambahkan unsur filosofis.
3. Dasar Hukum
- Disarankan untuk tidak mencantumkan dasar hukum terlalu banyak.
- Angka 2: Berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran Il Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa “sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.
4. Diktum
- Disarankan untuk menyesuaikan judul.
5. Batang Tubuh.
a. Pasal 2
- Huruf b: menggunakan tanda baca titik (.) di akhir kalimat.
b. Pasal 4
- Ayat (1):

saran penulisan:

(1) Dokumen Renaksi ... terdiri atas:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II: kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
c. bab III: strategi dan pemenuhan penerapan SPM;

d. bab IV: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
SPM; dan

e. bab V : kesimpulan dan saran.



c. Pasal6

Frasa “Sekretariat Bersama” untuk diawali dengan huruf kecil karena tidak
tercantum dalam ketentuan umum.
Frasa “Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama” disarankan

penulisannya disesuaikan dengan ketentuan umum.

d. Pasal 8

Pengaturan mengenai “Tim Penerapan SPM” disarankan tidak diatur dalam
BAB KETENTUAN LAIN-LAIN. Dan disarankan pula untuk dijabarkan siapa

saja yang masuk dalam tim tersebut.

e. Pengundangan

Berdasarkan angka 167 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa:
Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan memuat:
a. tempat dan tanggal pengundangan;
b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
c. tanda tangan; dan nama lengkap pejabat yang menandatangani,
tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Sehingga, disarankan untuk penulisan gelar untuk dihapus.

B. SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:

1. Judul

disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 4a lampiran Il Undang-Undang
No0.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu ditambahkan
kata “RANCANGAN” dan 3 (tiga) titik elipsisis.

Frasa “PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH” disarankan diubah menjadi
“PEMERINTAH DAERAH".

Saran penulisan:

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2. Konsiderans

Disarankan untuk menambahkan unsur filosofis.
Huruf c: disarankan untuk dikaji kembali dan diperbaiki karena unsur yuridis

tercampur dengan rumusan penetapan.

3. Dasar Hukum

Disarankan untuk tidak mencantumkan dasar hukum terlalu banyak.
Angka 1: Berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran Il Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa “sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.
4. Diktum
- Disarankan untuk menyesuaikan judul.
5. Batang Tubuh.
a. Pasall

- Angka 8 dan angka 10: Penulisan seharusnya “Pegawai ASN”.

- Angka 13: Definisi / batasan pengertian “Pegawai ASN” disarankan
diletakkan sebelum angka 8 agar batasan pengertian yang selanjutnya
dapat disingkat mengikuti batasan pengertian ini.

- Huruf b: menggunakan tanda baca titik (.) di akhir kalimat.

b. Pasal 4

- Ruang lingkup disarankan berisi judul bab dalam rancangan peraturan

gubernur ini.

saran penulisan:

(2) Dokumen Renaksi ... terdiri atas:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II: kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
c. bab III: strategi dan pemenuhan penerapan SPM;

d. bab IV: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
SPM; dan

e. bab V : kesimpulan dan saran.
c. Bagian Kedua Pembagian Peran Pasal 7
- Dalam bab Il lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan bahwa
mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi
3 tahap, yaitu:
1. perencanaan
2. pelaksanaan
3. evaluasi
- Materi mengenai pembagian peran masuk dalam tahap pelaksanaan.
Sehingga, disarankan untuk dicermati kembali rumusan tersebut.
d. Pasal 10
- Ayat (4): disarankan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
e. Pasal 11
- Ayat (3): Frasa “pejabat fungsional” disarankan disesuaikan dengan
penulisan pada ketentuan umum.
f. Pasal 16
- Penulisan seharusnya ialah “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan di bidang...”.
g. Pasal 17 dan Pasal 23
- Penulisan ayat dicermati kembali.
- Akronim (squad) sebaiknya dihapus jika tidak mengubah arti.
h. Pasal 19

- Penulisan ayat dicermati kembali.



- Penulisan istilah asing dicetak miring.

- Ayat (3), akronim “SETDA dan DPMPTSP” sebaiknya dicantumkan dalam
Pasal 1 Ketentuan Umum.

Pasal 20

- Penulisan ayat dan tabulasi dicermati kembali.
Pasal 21

- Penulisan ayat dicermati kembali.
Pasal 24

- Penulisan ayat dicermati kembali.

- Akronim (SOP) sebaiknya dihapus jika tidak mengubah arti.

- Penulisan rincian dalam tabulasi dilengkapi dengan konjungsi.

- Ayat (5) sebaiknya dirumuskan kembali.

Pasal 25

- Penulisan pasal dicermati kembali.

- Sebaiknya tidak dirumuskan dalam Bab tersendiri dalam Ketentuan Lain-
lain tapi dirumuskan langsung dalam pasal yang menjadi acuannya karena
masih ada keterkaitan materi muatannya.

Penetapan

- Frasa “Pada Tanggal”’ seharusnya menggunakan huruf kecil.

C. TATA NASKAH DINAS DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:
1. Judul

disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 4a lampiran Il Undang-Undang
No0.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu ditambahkan
kata “RANCANGAN” dan 3 (tiga) titik elipsisis.
Frasa “DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH” sebaiknya
dihapus.
Saran penulisan:

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2. Konsiderans

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan secara
atribusi sehingga dalam konsiderans harus memuat landasan filosofis, landasan
sosiologis, dan landasan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran I
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sehingga landasan filosofis dirumuskan kembali.



3. Dasar Hukum
- Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam mengingat sesuaikan dengan
ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Cantumkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
4. Diktum
- Disarankan untuk menyesuaikan judul.
5. Batang Tubuh.
a. Pasal 2
- Judul Bab Il sebaiknya dihapus.
- Penulisan “Bagian Kesatu” menyesuaikan.
- penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam
bentuk tunggal.
b. Pasal 3
- Sebaiknya dihapus.
c. Pasal 4
- Penulisan tabulasi dicermati kembali.
d. Pasal 5
- Sebaiknya dihapus
e. Pasal 9
- Penempatan konjungsi dalam tabulasi dicermati kembali.
f. Pasal 10
- Sebaiknya dirumuskan kembali.
Saran rumusan:
Pasal ...
Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Naskah Dinas
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Naskah
Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 12, pasal 16, pasal 17 ayat (2), pasal 21
- Sebaiknya dirumuskan kembali.
Saran rumusan:
Pasal ...
Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal/ayat ...
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
h. Pasal 18

- Penulisan akronim sebaiknya dihapus jika tidak mengubah arti.



i. Pasal 25
- Ayat (2): disarankan untuk menambahkan konjungsi.
j. Pasal 26
- Huruf a: disarankan untuk menambahkan konjungsi.
- Huruf b: menggunakan tanda baca titik.
k. Pasal 34
- Tidak perlu menggunakan tanda baca koma (,) setelah kata “kertas”.

.  Pasal 36.
Saran rumusan:

Pasal ...
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf s, t, dan u berupa:
m. Pasal 39.
- ayat (1), penulisan frasa “bookman old style” ditulis miring.
- ayat (2), penulisan “Arial” ditulis miring.
- ayat (2), disarankan untuk disesuaikan Pasal 32 Permendagri No.1 Tahun
2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
n. Pasal 40 ayat (3).
rumusannya disarankan disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (3) Permendagri
No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 41 ayat (1).

acuannya tidak tepat, perlu dicermati kembali disarankan untuk disandingkan

o

dengan Pasal 34 Permendagri No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

p. Pasal 42 ayat (1).
acuannya tidak tepat, disarankan untuk disandingkan dengan Pasal 35 )
Permendagri No.1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

g. Pasal 43 ayat (1).
acuannya tidak tepat, perlu dicermati kembali.
r.  Judul Bagian Kesebelas.
judul hanya memuat Paraf, TTD dan Stempel namun menyebutkan juga tentang
QRCode. QRCode hanya disebutkan dalam Pasal 45 saja .
s. Pasal 69
Rincian huruf ¢ disarankan ditambah konjungsi.
t. Pasal 74
Frasa “kegiatan berikut ini:” disarankan dihapus.
u. Pasal 75
- Huruf a dan huruf b diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- Huruf b ditambahkan konjungsi.
v. Pasal 82

Perbaikan penulisan menjadi “Perangkat Daerah”.
w. Penetapan

- Penulisan kata “Pada” tidak menggunakan huruf kapital.



X. Pengundangan

- Disarankan untuk mencantumkan pengundangan.

D. PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:
1. Judul

disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 4a lampiran Il Undang-Undang
No0.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu ditambahkan
kata “RANCANGAN” dan 3 (tiga) titik elipsisis.

2. Konsiderans

Rancangan Peraturan Gubernur ini dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi
sehingga cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai
perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang—
Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan
Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan
perundang-undangan yang mendelegasikan.

Tidak ada pendelegasian di pasal 28 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor
3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan,
Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hanya menerangkan terkait

instrumennya.

Saran: redaksional konsiderans menimbang dirumuskan kembali.

3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam mengingat sesuaikan dengan
ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Saran:

e ditambahkan pencantuman Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e Angkal, 2, 3,5 sampai dengan 17 dihapus.

4. Diktum

Sudah sesuai.

5. Batang Tubuh.

a. Pasal 4

- Dilengkapi dengan konjungsi.



. Pasal 5 ayat (2)
- Rumusan disesuaikan menjadi:

(2) Ketentuan mengenai Jenis Hasil Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 8

- Penulisan akronim sebaiknya dihapus jika tidak mengubah arti.

. Pasal 12

- Ayat (2) huruf b: kata “marketplace” disarankan untuk dicetak miring, dan
disebutkan padanan katanya dalam bahasa Indonesia.
- Ayat (3) huruf e: Penulisan “pelaku usaha” disarankan untuk disesuaikan

dengan ketentuan umum.

. Pasal 13 dan Pasal 14

- Ayat (1): Disarankan agar rumusannya memenuhi kaidah SPOK

(subjek,predikat, objek, dan/atau keterangan) dalam bahasa Indonesia.

Pasal 15
- Ayat (2) huruf d: Menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat (.).

- Ayat (3) huruf c: Penulisan seharusnya “kerja sama”.

. Pasal 16

- Ayat (2): Apakah rincian Pasal tersebut masuk dalam ketentuan umum?
Jika tidak disarankan untuk menggunakan awalan huruf kecil.

. Pasal 17

- Ayat (2) huruf a: disarankan untuk menambahkan konjungsi.

- Ayat (2) huruf b: Menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat (.).
Pasal 18

- Ayat (1): disarankan rumusan ayat tersebut untuk diperbaiki.

- Ayat (2): Menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat (.).
Pasal 19

- Ayat (3) huruf e angka 4: disarankan untuk menambahkan konjungsi.
Pasal 20

- Ayat (1): Disarankan agar rumusannya memenuhi kaidah SPOK (subjek,predikat,

objek, dan/atau keterangan) dalam bahasa Indonesia.

Pasal 21

- Penulisan seharusnya “nonelektronik”.
. Pasal 22
- Ayat (2): Menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat (.).

. Pasal 23

- Penulisan Pasal disarankan untuk disesuaikan.

- Ayat (2): penulisan kata jamak cukup ditulis tunggal. Penulisan seharusnya
“pihak”.

. Pasal 38 ayat (1)

Rumusan pengacuan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya agar

13

diperbaiki menjadi sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan.”



p. Pasal 44
Ayat (2)

Pengacuan terhadap pasal diperbaiki menjadi

113

. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...”
Ayat (6)
Rincian menggunakan huruf kecil, kecuali sudah diatur dalam Pasal 1.

g. Pasal 47

Perbaikan penulisan menjadi “Peraturan Gubernur”.

Kepala Kantor Wilayah,

=

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001




